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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada BAB IV sebagai pembahasan, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaanya 

memiliki tiga indikator konsep parlemen modern dan terbuka yaitu: Pertama, 

transparansi informasi dibuka seluas-luasnya. Kedua, teknologi komunikasi digital 

digunakan dengan optimal. Ketiga, fungsi representasi dilaksanakan dengan baik. 

  Sekarang konsep perkembangan di Tahun 2018 yang telah dilakukan oleh 

DPRD Provinsi Gorontalo sebagai Parlemen Modern dan Terbuka adalah : 

 1)  DPRD Setiap minggu melakukan program dialog, dialog kopi pagi atau kopi 

sore, dan tempatnya itu dilaksanakan di teras kantor DPRD Provinsi Gorontalo, 

disitu para anggota dewan akan sharing dengan beberapa tokoh masyarakat. 

 2)  DPRD melakukan pengawalan serta memfalisitasi kegiatan anggota dewan per 

dapil untuk menjaring aspirasi masyarakat. 

 3) DPRD melakukan road show ke seluruh media-media, di dalam road show 

tersebut yang akan dilakukan adalah membangun kerja sama atau komunikasi 

dengan stasiun-stasiun, baik itu media cetak maupun media elektronik. 
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2. Faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan DPRD Provinsi 

Gorontalo sebagai Parlemen Modern, yaitu diantaranya : 

 1) Sumber Daya Manusia Terkait Informasi Komunikasi  

  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo untuk sisi lemahnya 

menuju broadcastingnya itu masih kurang, dan harus dibutuhkan reporter.  

 2) Penggunaan Fasilitas  

  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo saat ini kekurangan 

fasilitas untuk mewujudkan DPRD sebagai parlemen yang modern dan terbuka, dimana 

DPRD belum memiliki Mobil Operasioanal untuk turun langsung ke lapangan, 

nyatanya DPRD itu sendiri masih menggunakan mobil pimpinan. 

 3) Kekurangan Anggaran 

  Seperti yang sudah disinggung diatas, dimana fasilitas yang dimiliki oleh 

DPRD Provinsi Gorontalo itu masih belum tercapai, di karenakan masih kekurangan 

dengan kondisi anggarannya. 

 4) Sarana dan Prasarana 

  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo untuk dukungan sarana 

dan prasarana itu belum memadai, karena penggunaan fasilitas seperti website di 

DPRD itu masih sebatas penggambaran untuk memperlihatkan setiap kegiatan anggota 

DPRD dan DPRD Provinsi Gorontalo juga belum memiliki ruang diskusi tersendiri 

untuk masyarakat dapat menyampaikan keluhan ataupun aspirasi mereka kepada tiap-

tiap anggota dewan per dapilnya. 
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5.2 Saran 

  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo diharapkan dapat 

menjadi parlemen yang interaktif dengan konstituennya demi mendapatkan 

peningkatan dukungan publik terhadap program-program kerjanya. Dimana dalam 

prosesnya tentu diperlukan upaya yang berkesinambungan dari DPRD untuk konsisten 

memberikan informasi secara langsung, akurat dan terpercaya kepada masyarakat. 

Agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dari dalam kegiatan 

DPRD. 

  Masukan dari penulis juga mengaharapkan DPRD Provinsi Gorontalo harus 

terus memantapkan diri dengan cita-cita mewujudkan DPRD sebagai parlemen modern 

yang akuntabilitas terhadap masyarakatnya, dengan berbasiskan prinsip transparansi, 

teknologi informasi, dan representasi rakyat. DPRD diharapkan untuk dapat 

menyediakan segala fasilitas yang lengkap seperti penggunaan website, mobil 

operasional, perpustakaan serta ruang diskusi untuk masyarakat dapat berinteraksi 

langsung dengan anggorta dewan per dapilnya untuk menjaring aspirasi dan keluhan 

dari masyarakat itu sendiri. 

  Kedepannya, tentu konsep parlemen modern ini harus terus didorong dan terus 

disosialisasi serta dipublikasikan agar konsep ini dapat berjalan bagi kebaikan 

masyarakat serta memperkuat demokrasi perwakilan di Indonesia, membangun rasa 

cinta tanah air, bahkan memperkuat kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia. 
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